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ABSTRAK 

Dalam perkembangan ekonomi mempunyai manfaat bagi konsumen 
yaitu terpenuhi keinginan barang dan/atau jasa serta konsumen dapat memilih 
kualitas barang dan/atau jasa tersebut. Adapun dampak negatif dirasakan oleh 
konsumen karena kedudukan pelaku usaha lebih berkuasa dibandingkan 
dengan konsumen. Kedudukan tersebut berpotensi memunculkan kerugian 
yang akan diterima oleh konsumen. Dalam vendor meja malam terjadi 
permasalahan antara pihak vendor dengan pihak konsumen, permasalahan 
tersebut muncul karena kesalahan dalam pembuatan barang produksi yang 
mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka 
timbul masalah yaitu: Bagaimana upaya penyelesaian penyedia jasa vendor 
meja malam atas kerusakan barang produksi, bagaimana bentuk tanggung 
jawab yang dilakukan vendor meja malam atas produk barang produksi, apakah 
upaya penyelesaian dan tanggung jawab yang dilakukan penyedia jasa vendor 
meja malam sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK). 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field risearch) guna 
mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, dan 
dokumentasi yang diperoleh langsung dari pemilik vendor meja malam. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu 
dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Penelitian ini 
dianalisis dengan cara menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang 
sebenarnya ada dilapangan 

 Hasil dari permasalahan tersebut bahwa upaya penyelesaian yang 
dilakukan oleh vendor meja malam yaitu dengan negosiasi. Tanggungjawab 
yang dilakukan pihak vendor meja malam berupa mengembalikan uang DP, 
pengulangan pengerjaan barang produksi, dan pihak vendor menanggung biaya 
pengiriman barang yang cacat.  Dalam memberikan upaya dan tanggungjawab 
yang dilakukan penyedia jasa vendor meja malam sudah sesuai dengan Pasal 
45 Ayat (2) UUPK yang dimana dalam penyelesainnya menggunakan 
negosiasi atau pilihan sukarela dan Pasal 19 UUPK yang dimana pihak vendor 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau kerugian 
konsumen akibat dari pembuatan barang produksi yang vendor meja malam 
lakukan. 
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MOTTO 

 

“Orang yang belajar dari kesalahan adalah 

orang yang berani sukses. 

Tiada hari untuk mengeluh, tiada hari tanpa 

belajar” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Saat ini Indonesia beserta Negara berkembang lain tidak dapat mengelak dalam 

menghadapi era globalisasi perdagangan yang mencakup persaingan bebas dibidang 

ekonomi. Pesatnya perkembangan ekonomi telah melahirkan berbagai jenis barang 

atau jasa yang diproduksi oleh berbagai macam pelaku usaha sesuai dengan 

keahliannya. Setiap pelaku usaha akan sangat peduli pentingnya sebuah nama dan 

simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis barang atau jasa. 

Pelaku usaha memiliki peranan penting dalam kelancaran perdagangan barang 

atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha juga harus lebih kreatif dalam 

memproduksi barang atau jasa yang dihasilkannya. Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai 

berikut :1 

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

 

                                                           
1Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 

2008), hlm. 33. 
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 Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. 

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan 

dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, 

bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished 

product); penghasilan bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang menampakkan 

dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal 

tertentu, atau benda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; 

importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan 

(leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), 

dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.2 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis 

dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. 

Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang 

sejenis maupun bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diverifikasi 

produk yang sedemikian luasnya dan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi 

dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau 

                                                           
2Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 37. 



3 

 

 

  

jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan 

pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan variatif.3 

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 

karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi 

serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang 

dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 

Kedudukan pelaku usaha lebih berkuasa dibandingkan konsumen. Kedudukan 

tersebut dapat berpontensi memunculkan kemungkinan berbagai kerugian yang akan 

diterima oleh konsumen. Keadaan konsumen pada posisi lemah ini dimaknai sebagai 

bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang 

dimilikinya, pandangan ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang berda 

dalam terma hukum perlindungan konsumen. 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman inilah yang menyebabkan konsumen 

menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku 

usaha. Salah satu bagian perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha yang 

menjadikannya hanya sebagai objek bisnis, sehingga dapat mendatangkan kerugian 

                                                           
3Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 11. 
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bagi konsumen adalah melalui ganti rugi terhadap produk cacat yang dikonsumsi atau 

digunakan oleh konsumen. 

Dalam usaha ini tentu yang menjadikan untung dan rugi bagi pihak konsumen 

tentu dalam  bisnis pembuatan perlengakapan kebutuhan bidang sandang. Hal ini 

menjadikan banyaknya kebutuhan yang harus dilaksakan oleh pelaku usaha guna untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Dengan keterbatasan pelaku usaha 

dibidang pembuatan, tentu menjadikan pekerjaan yang berat untuk memenuhi 

kebutuhan para konsumen. Pelaksanaan pembuatan tersebut tentu dalam mengerjakan 

pembuatan tidak secepat dalam prosesnya. Akan tetapi dengan proses yang lambat dan 

belum terlaksananya suatu kebutuhan menjadikan konsumen sangat terganggu. 

 Berdasarkan penelitian penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai 

perlindungan konsumen dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan penyusun 

menemukan kasus yang berupa pihak vendor melakukan kelalain pada pembuatan 

produksi sehingga adanya pihak yang merasa dirugikan. 

Dalam kasus tersebut penyusun melakukan penelitian di Vendor Meja Malam 

yang merupakan salah satu konveksi ternama di daerah Jalan Magelang. Dalam artian 

ini dapat dikatakan Vendor adalah lembaga atau perorangan atau pihak ketiga yang 

menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan 

oleh perusahaan untuk meningkatan kinerja perusahaan. Dimana dalam vendor ini 

menyediakan jasa pembuatan-pembuatan seperti sablon ataupun bordir pada kaos, 

baju, jaket, topi, hem dan sebagainya.  
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Dalam kasus yang terjadi di vendor meja malam yang pertama yaitu pihak 

konsumen meminta ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan. 

Barang yang diterima oleh konsumen vendor Meja Malam tidak sesuai dengan desain 

yang diberikan. Kemudian kasus yang kedua yaitu pihak konsumen melakukan 

komplain atas ketidakrapian saat pembuatan sablon. Ketidakrapian tersebut tidak 

semua kaos yang diproduksi mengalami ketidakrapian tetapi hanya ada beberapa kaos. 

Kasus ketiga tidak adanya surat perjanjian diantara pihak vendor dengan pihak 

konsumen sehingga menjadikan permasalahan. Tidak adanya surat perjanjian tersebut 

mengakibatkan konsumen dapat sewenang-wenang melakukan kecurangan berupa 

tidak membayar uang barang produksi tersebut secara utuh, akan tetapi konsumen 

tersebut mengaku sudah membayar uang barang tersebut secara atm.  

Berdasarkan uarian latar belakang di atas penyusun tertarik ingin membahas 

mengenai bentuk perlindungan konsumen terkait pelaku usaha dalam memberi ganti 

rugi atas barang yang merugikan konsumen. Dalam penelitiannya penyusun akan 

membuat skirpsi dengan judul yaitu: 

“Upaya Penyelesaian terhadap adanya Kerusakan Barang  pada Penyedia Jasa Vendor 

Meja Malam” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana upaya penyelesaian penyedia jasa vendor meja malam atas 

kerusakan barang pesanan? 

2. Bagaiman bentuk tanggung jawab yang dilakukan vendor meja malam atas 

kerusakan barang pesanan? 

3. Apakah upaya penyelesaian dan tanggung jawab yang dilakukan penyedia 

jasa vendor meja malam sudah seuai dengan Undang-undang Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Berdasarkan uraian dalam latar belakang penyusun memiliki tujuan yang 

akan dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang 

dilakukan penyedia jasa vemdor meja malam atas kerusakan barang 

pesanan. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh 

vendor meja malam atas kerusakan barang pesanan produk barang. 

c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh vendor 

meja malam sudah sesuai atau belum dengan undang-undang 

perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan untuk: 

a. Secara Teoritis 



7 

 

 

  

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca 

menganai Upaya Penyelesaian Terhadap Adanya Kerusakan Barang 

Pada Penyedia Jasa Vendor Meja Malam. Sebagai penambah informasi 

bagi civitas akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan 

bacaan dan referensi bagai mahasiswa yang bersangkutan mengenai 

upaya penyelesaian dan tanggung jawab penyedia jasa dalam 

memberikan ganti rugi. 

b. Secara Praktis 

Sebagi sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai upaya 

penyelesaian terhdap adanya kerusakan barang khususnya di Vendor 

Meja Malam. 

D. Telaah Pustaka 

 Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara 

penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat penelitian ini adalah 

asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai berikut. 

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyedia jasa Jasa Perhotelan 

Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Hotel Santosa Tasikmalaya)” yang disusun 

oleh saudara Dena Radiansyah. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk 

tanggung jawab penyedia jasa jasa perhotelan terhadapa kerugian yang diderita 

konsumen atas hilangnya perlengkapan mobil yang diparkir di lingkungan hotel yang 
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ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Dalam skripsi ini tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian yang diderita 

konsumen dibebankan terhadap jasa yang dihasilkan berdasarkan kesalahan. Kelalaian, 

cacat dan informasi yang tidak benar yang diberikan kepada konsumen.4 

Sebuah Skripsi yang berjudul “Analisi dan Perancangan Sistem Informasi 

Penggajian dan Pemesanan Pada Screen Printing “Meja Malam” Yogyakarta” yang 

disusun oleh Dian Adinata melakukan penelitian di Vendor Meja Malam yang mana 

dalam skripsi tersebut mengemukakan tentang sistem informasi screenprinting meja 

malam, disini jelas sekali perbedaan antara skripsi yang penyusun buat dengan skripsi 

yang saudara Dian Adinata yang menjelaskan tentang sistem informasi sedangkan 

penyusun mengemukakan tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. 

Dalam skripsi ini saudara Dian Adinata merancang sistem informasi pemesanan, dan 

data gaji karyawan. Hasil dari pembuatan skripsi ini berupa sebuah perangkat lunak 

yang dapat menghasilkan laporan pemesanan, laporan gaji karyawan secara mudah, 

cepat, tepat efisien dan akurat tanpa memerlukan perhitungan-perhitungan yang 

panjang.5 

                                                           
4 Dena Radiansyah, “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perhotelan terhadap Konsumen Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Hotel 
Santosa Tasikmalaya)”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman, 2012  

5 Dian Adinata, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian dan Pemesanan Pada 
Screen Printing “Meja Malam” Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Teknik 
Informatika, Fakultas Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta, 2011. 
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Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman 

Barang Melalui Jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999” yang ditulis oleh saudara San Lucia Yosepha Boku. Skripsi ini 

dijelaskan dalam latar belakang mengenai banyaknya kasus yang merugikan konsumen 

khususnya konsumen pengguna jasa kilat khusus PT. Pos Indonesia. Permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia 

terhadap kerugian konsumen atas layanan jasa pengiriman barang secara kilat khusus 

jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga bagaimana upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas pengiriman 

barang melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Penulisan skripsi 

ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia 

terhadap kerugian konsumen dan untuk memberikan solusi terkait upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas pengiriman barang 

melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Dalam penulisan skripsi 

yang ditulis oleh Saudara San Lucia Yosepha Boku disini konsumen menyelesaikan 

permasalahan atas pengiriman barang kilat khusus dilakukan melalui BPSK atau 

melalui Pengadilan Umum setempat dan menggunakan mekanisme pengajuan 

guggatannya sesuai dengan Pasal 118 HIR.6 

  

                                                           
6 San Lucia Yosepha Boku, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang 

Melalui Jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, 
Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

 Pada Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah sebagai 

berikut:7 

“suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  

Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara 

dua pihak, dimana pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak 

berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan 

dinamakan pihak berhutang atau debitur.8 

Para ahli hukum mendefinisikan pengertian perjanjian antara lain: 

1) Subekti menyatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.9 

                                                           
7 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

8Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 123 

9Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 1 
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2) Hartono Hadisoeprapto menyatakan bahwa, perjanjian adalah 

sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling 

banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.10 

3) Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaannya.11 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian berupa suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua 

pihak setuju untuk melakukan sesuatu.12 

b. Wanprestasi 

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi 

buruk. Definisi wanprestasi yaitu apabila seorang debitur tidak melakukan 

apa yang dijanjikannya atau bisa disebut juga bahwa debitur yang lalai, 

maka debitur tersebut melakukan wanprestasi. 13 

                                                           
10Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta: 

Liberty, 1984), hlm. 35. 

11Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), hlm. 78 

12Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 1 

13Ibid, hlm. 45 
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Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 

empat macam yaitu: 

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

 Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 

empat macam, yaitu: 

1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi; 

2) Pembatalan perjanjian atau juga dunamakan pemecahan perjanjian; 

3) Peralihan resiko; 

4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan 

hakim 

 Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak berhutang ini harus 

dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan siberhutang 

itu, bahwa si berpihutang menghendaki pembayaran seketika dalam waktu 
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pendek. Pokoknya hutang tersebut harus ditagih dahulu. Peringatan somasi 

itu dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan. 

2. Teori Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri.14 Undang-undang Perlindungan 

Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.15 

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi 

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap 

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat 

dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut. 

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, 

yaitu :16 

                                                           
14Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 21. 

15Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK) 

16Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 152. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam upaya penyelesaian yang dilakukan pihak vendor meja malam 

yaitu dengan musyawarah, negosiasi, pilihan sukarela. Dalam 

penyelesaian tersebut konsumen melakukan pembuktian 

ketidaksesuaian pesanan, dari hasil tersebut dapat dibuktikan pihak 

vendor mempunyai tanggungjawab memberikan ganti rugi atau tidak.  

2. Tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian terhadap barang 

yang dilakukan oleh vendor meja malam yaitu dengan mengganti 

kerugian barang produksi yang cacat. Dalam ganti rugi tersebut pihak 

vendor juga memberikan biaya pengiriman atas kerusakan barang 

produksi. Komplain yang diterima oleh pihak vendor meja malam ada 

dua yaitu barang produksi yang bolong dan ketidaksesuaian ukuran, 

desain, atau warna kaos yang dipesan oleh konsumen 

3. Dalam memberikan upaya dan tanggungjawab yang dilakukan penyedia 

jasa vendor meja malam sudah sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) UUPK 

yang dimana dalam penyelesainnya menggunakan negosiasi atau 
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pilihan sukarela dan Pasal 19 UUPK yang dimana pihak vendor 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau 

kerugian konsumen akibat dari pembuatan barang produksi yang vendor 

meja malam lakukan. Dalam hal ini pihak vendor menerapkan asas 

itikad baik dengan memberikan kepuasan pada pihak konsumen dengan 

rasa adil 

B. Saran 

Setelah penyusun melakukan penelitian, penyusun memiliki saran untuk 

pihak-pihak yang terkait diantaranya: 

1. Pihak Vendor Meja Malam untuk memberikan surat perjanjian atas 

pembuatan atau pesanan barang produksi, supaya apabila terjadi 

sengketa dapat dilakukan pembuktian secara tertulis. 

2. Pihak Konsumen untuk meminta surat perjanjian dan bukti pembayaran 

supaya apabila ada kesalahan produksi bisa melakukan komplain 

terhadap produksi pesanannya. 

3. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa agar dalam 

prakteknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat 

terealisasikan sesuai apa yang dicita-citakan. 
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